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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG NOMOR 172. 1 /23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN

ALAT KELENGRAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas,

wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Semarang sehubungan dengan adanya Anggota

AIat Kelengkapan Badan Muayawarah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang

berhalangan tetap) maka perlu dilakukan pe調bahan

Keanggotaan AIat Kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang;

b. bahwa dengan ad乳nya per蟹m也an Keanggotaan Alat

Kelengkapan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang tersebut, maka

Keputusan Dewan Pervakilan Rdyat Daerah Kota

Semarmg Nomor 172.1/23　Tahun　2019　tentang

Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwa虹lan

Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan

Tahun 20 19 - 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan per血nbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang Nomor 172.1/23　Tahun　2019　tentang

Pembentukan Alat Keleng血pan Dewan Pervakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan

Tahun 2019 - 2024;
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Mengingat l. Undang-Undang Nomor 16　Tahun　1950　tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dala皿

Lingkungan Hopinsi Pjawa鵬mur, Pjawa Tengah, Pjawa

Barat Dan Daerah Istimewa Jo由akarta;

2. Undang--Undang Nomor 2　Tahun　2008　tentang Partai

Politik　(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　20O8　Nomor　2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　4801) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 480 1);

3. Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2Oll tentang

Pemb e ntu kan Peraturan Peru ndang- undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2Oll

Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara Republik

I調donesia Nomor　5234) seba蜜aimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol l

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2019

Nomor 183, Tambahan IJembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2O12 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah　(IJembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O12 Nomor l17, Tambahan Lembaran Negar租

Republik Indonesia Nomor 53 16);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta調g Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O14　Nomor　6, Tambahan 1Jembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494) ;

6. Undang-Undan轡NomoI. 17 Tahun 2014 ten血ng Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewa皿　Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah　(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O14　Nomor 182, Tambahan I.rembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5568) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang M勾elis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah　(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2018　Nomor　29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6 137);
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7. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pe皿ehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah軸n Hrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana

telah diubah, terakhir de皿gan Unda調g-Undang No皿or l l

Tahun　2020　tentang Cipta Ke車a (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 6573) ;

8. Undang-Undang Nomor　30　Tahun　2014　tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) ;

9.　Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor　25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pemben上ukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga’ Cilacap,

Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan

Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(I.embaran NegEm Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 89);

1l. Peraturan Pemehntah Nomor　24　Tahun　2004　tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan PerwakilaⅡ Rakyat Daerah (Lembaran

Neg紺a Republik Indonesia Tahun　2004　Nomor　90’

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 4416) sebagaimana tela血diubah beberaLPa kali,

terakhir deng細I Peraturan Pemerintah Nomor　21

Tahun　20O7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pi皿p血an Dan Anggota Dewan

Perwa虹1an Ralayat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47 12) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor　58　Tahun　2005　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
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13, Peraturan Pemerintah Nomor　3　Tahun　2OO7　tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, I.息POran Keterangan Pert紬ggun割aWaban

Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi LfuPOran Penyelen富garaan Pemeri調tahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007　Nomor 19, Tambahan L巳mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor　59 Tahun　2015　tentang

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Dan Pemb血aannya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186) Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) ;

15. Peratur甜I Peme正ntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lemb甜an Negara Republik Indonesia

Tahun 2016　Nomor l14, Tambaha血　Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor与887) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun　2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017　Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;

17. Peraturan Pemehntah Nomor 12　Tahun　2017　tentang

Pe皿bina紺l D an Pengawasan Penyelenggar乱Eln

Peme正ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

18. Peraturan PeI|1eri皿tah Nomor 18　Tahun　2017　ten上ang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daera血(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO6, tambahan

Lembaran Negara Nomor 6057);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O18　tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata ’lertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18

Nomor　59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6 197);
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20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ll

Tahun　2006　tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun　20O7

Nomor l Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor l) sebngaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota S巳marang Nomor 5 Tahun 2013

tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor l l Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerall Kota Semarang

Tahun 2O13 Nomor 5, Ta皿bahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 83) ;

21. Peraturan Daerah Kot嵐　Semarang Nomor　14

Tahun　2016　tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun　2016　Nomor 16’ Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sem甜・ang Nomor 183) ;

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2O17

tentang Hak Keuangan Dan Adm血istratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakil紬. Rakyat Daerah (Lemb紺an

Daerah Kota Semarang Ta血un 20 17 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130) ;

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang Nomor l Tah皿2O18　tentang Tata Tertib

Dewan Perwa施工an Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun　2018　Nomor　71)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor l

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor l

Tahun　2018　tentang Tata Tertib Dewan Perwa出Ian

Rakyat Daerah Kota Semarang (Be正ta. Daerah Kota

Semarang Tahun 2019 Nomor 52)・

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Nege正Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mente正Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 80　Tahun　2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar -　NasDem Dewan Pervakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor lOO/F・ GOLRAR-

NasDem/III/202 1, tangga1 22 Maret 202 1, Pe轟hal Pergantian

AIat Kelengkapan Badan Muayawarah;
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MEMUTUSKAN :

Men etapkan

KE S ATU

KEDUA

KETI GA

KE E MPAT

KELIMA

KEENAM

Merub血Keputusan Dewan PeIWakilan Rakyat Daerah Kota

Sem紬a皿g Nomor 172.1/23　Tah皿　2019　tentang

Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

Perubahan Pe血ben山ka皿　Alat Kelengkapan sebaga血ana

dimaksud Diktum KESATU adala血Susunan Pimpinan dan

Anggota Badan Musyawarah Dew紬　Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang dari Fraksi Partai Golongan Karya -

Nasional Demokrat (町aksi Partai Golkar-NasDem) ・

Pembentukan Alat Ke量engkapan sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini"

Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum

KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesual dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanal捌1 tugaSnya, Alat Kelengkapan Dewan

sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertan能町ng]aWab

dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang・

Keputusan ini mulai ber量aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada能町gga1 22 Apri1 2021

、 DEWAN PERWA

戸SALINAN Keputusan血i disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;

2. Wa貼I Walikota Semarang;

3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;

4. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;

5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;

6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

7. Sekretaris DPRD Kota Se皿ar"ang;

8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;

9. Inspektur Kota Semarang;

10. Para Kepala Badan, Dinas Kota Semarmg;

1 1. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

12. Para Camat Kota Semarang;

13. Para Direktur BUMD Kota Semara耶Z.

KETU A

ⅡIAN RAKYAT

RANG,

D A恥ゾ

色



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/14 TAHUN 2021

TENTAN G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KBPU’rUSAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR　172.1/23　TAHUN　2019　TENTANG

PEMBENTUKAN AIAT KELENGKAPAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMF珊AN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH

DEWAN PERWAKHAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO. �NAMA �UNSUR ��KEDUDUKAN 

1. �KADARLUSMAN,S.E �PimPinanDPRD ��　Ketua merangkapAn盤Ota 

2. �MUALIM,S.Pd.M.M �PimpinanDPRD ��　WakilKetua mera皿藍kapAn筈gota 

3. �H.MUHAMMADAFIF,Lc �勘阻PinanDPRD ��　Wak血Ketua merangkapAnggo屯. 

4. �WAHYOEWINARTO �Pimp血anDPRD ��　WakilKetua merangkapAnggota 

5. �Drs.JOKOPURWANTO,MM �SekretarisDPRD ��Sekretaris bukanAnggota 

6. 7. 8. 9. 10. 11 �GIYANTO　S.E �FraksiPDIPeIjuangan ��Anggota タ HDIBYOSUTIMANS.H �FraksiPDIPeIiuangan ��Ang宵ota 

) NOVISUKMAWATIAS.E �FraksiPDIPeIjuan藍an ��An藍宝ota 

〕 BAMBANGSRIWIBOWOS.Sos �F‘raksiPDIPe亘uan蹄m ��An蜜蜜ota 

タ NUNGKISUNDARIS.E �FraksiPDIPeriuan貿an ��Anggota 

) LELYPURWANDARI �FraksiPDIPe百uan筈an ��Ang貿Ota 

12 �H　SUPRIYADIS.Sos.M.A �FraksiPDIPe膏uan蜜an ��Anggota 

13 �　　　　タ TRIF‘ENAWEYATINSS.Kom �FraksiPDIPeIjuan経aLn ��An蜜蜜ot租 

14. 15 �　　　　　　) DrsABDULMAJID �FraksiPartaiGerindra ��Anggota 

NUNUNGSRIYÅNTO　S.H.M.M �FraksiPartaiGerindra ��A皿縞Ota 

16 �　　　　　〕 ABDULWAHABS.Ag.M.Pd.I �FraksiPKS ��A皿縞Ota 

17 �　　　　　タ JAUHARAWALUDDIN �FraksiPKS ��Anggota 

18 �H　WrWINSUBIYONO　S.H �FraksiPartaiDe皿Okrat ��An宝筈ota 

19 �　　　　　　　タ HSUGIHARTONOS.Sos.I �FraksiPartaiDe皿Okrat ��An蜜gota 

20. �　　　　　　タ GUMILANGF.SS.T.M.M �Fraks王PKB ��Anggota 

2l �　　　　　タ HSODRISH �FraksiPKB ��An零蜜ota 

22. �　　　タ Dr.H.ANANGBUDIUTOMO, �FraksiPartaiGolkar-Nasdem ��Anggota 

S_Pd　S.Mn.M.Pd 

23 �　タ SURYANTO �FraksiPartaiGolkar-Nasde皿 ��A皿離0任し 

24. 25. �B　NARENDRAKESWARA �FraksiPAN-PSI ��Ang第〇ta 

Hj.UMISUROTUDDINIYAH,S・E �FraksiPAN-PSI ��An籍gota 

/DEWENPEFWA認定洲D他RAH′ 
.ブ　KOTA 　KAD ��EMARANG, LUSMAN 
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